SATLINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
Kota Bogor Tahun 2025 telah ditetapkan melalui
Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;

b. bahwa dengan adanya dinamika yang terjadi sampai
dengan triwulan pertama Tahun 2025, maka perlu
dilakukan reformulasi kebijakan dan rencana
pembangunan daerah pada tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Bogor Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
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3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

S. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2024
tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 286,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7037);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

2| Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk
473 memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 262);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25
Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
Peraturan  Daerah  Kota Bogor Nomor 8
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Bogor 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor
6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota
Bogor Tahun 2024 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 20
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR TAHUN 2025.

2| Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN.Untuk

473 memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tnd.kotabogor.go.id
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 20),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

Pasal 3

Sistematika penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025, meliputi:

BAB 1 Pendahuluan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

2. Ketentuan BAB VII Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini, terdiri dari Renja:

FRTE SR M0 00 op

ST enoaTony

Sekretariat Daerah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Sosial;

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Pemuda dan Olah Raga;

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan
Perindustrian;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Arsip dan Perpustakaan;

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dinas Perhubungan;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Perumahan dan Permukiman;

dan
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v. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;

w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
X. Badan Pendapatan Daerah;

y. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
aa. Badan Keuangan dan Aset Daerah;

bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

dd. Kecamatan Bogor Tengah:;

ee. Kecamatan Bogor Selatan;

ff. Kecamatan Bogor Barat;

gg. Kecamatan Bogor Utara;

hh. Kecamatan Bogor Timur;

ii. Kecamatan Tanah Sareal.

3. Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Bogor Tahun 2025 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Salinan gesuai dengan aslinya Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 16 Juli 2025

heLReeel] Ditandatangani secara elektronik oleh :
{".“l‘f-f | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI
F""‘ ’ MANUSIA, WALI KOTA BOGOR,

ALMA WIRANTA, S.H., M.SI (HAN)
Pembina Tk.| TTD.

DEDIE ABDU RACHIM

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 16 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
TTD.

DENNY MULYADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2025 NOMOR 19



http://www.tcpdf.org

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
Lampiran a. Sekretariat Daerah DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah
harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau
biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat
Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan
mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan
berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra
Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan,
indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.
Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah
mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara
perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi
pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra
Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung
pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga
berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang
dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Kota Bogor Tahun 2025
merupakan tahun pertama dari periode Rencana Strategis (RENSTRA)
Sekretariat Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan
Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 — 2026. Rencana
Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 mengacu pada
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 - 2026 yang
ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025 - 2026, mengusung

tema “Memperkokoh Kemandirian Masyarakat”, yang dijabarkan ke dalam



tema tahunan pembangunan untuk periode tahun 2025 - 2026 sebagai

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan.

RENJA Perubahan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor
Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Bogor Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mengusung
tema Penyiapan Sumberdaya Manusia Unggul dan Pelayanan Dasar yang
Berkualitas sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026. Dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 didasari oleh permasalahan dan
tantangan  terkait sektor Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan,
Pengangguran, Infrastruktur dan implementasi Reformasi Birokrasi. Dari
beberapa permasalahan tersebut maka ditetapkanlah isu strategis
Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 yaitu Pembangunan Manusia,
Infrastruktur Berkelanjutan, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan
Akuntabilitas, pelayanan publik, dan Inovasi sebagai langkah dalam
penyusunan perencanaan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

c. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa
melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan
darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Pada tanggal 20 Februari 2025 dilantik Wali Kota Bogor periode 2025-
2030, dengan Visi “Bogor Beres, Bogor Lancar” untuk menjadi arah
Pembangunan Kota Bogor Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam
Rancangan Awal RPJMD Kota Bogor 2025-2029.



Pada awal Januari 2025 terbit Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025
tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025, yang menginstruksikan untuk merealokasi APBD 2025 ke
7 (tujuh) prioritas terkait Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dan sanitasi,
optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan
dan minuman, penyediaan Cadangan pangan dan prioritas lainnya yang
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan
lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut,
maka disusun Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025. Adapun lingkup
perubahan meliputi: penambangan/pengurangan sub kegiatan; perubahan
target kinerja baik IKU RPD /RPJMD, IKU Renstra, IKK outcome atau output;
Perubahan Struktur Anggaran Belanja dan Kegiatan; Penyesuaian output
pada sub kegiatan yang terkait dengan DAK, Dana Insentif Fisikal, DBHCHT,
dan sebagainya; Penyesuaian kebijakan sesuai dengan regulasi terbaru yang
medukung sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah
provinsi. Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2024 digunakan sebagai
bahan evaluasi dan dasar penyusunan penyusunan rancangan KUPA dan
PPAS perubahan dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun

anggaran 2025.

1.2. MAKSUD PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA 2025

Penyusunan Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun
2025 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah
terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan
daerah yang bersifat tahunan, sesuai dengan hal-hal yang melatarbelakangi
adanya Perubahan RENJA 2025, agar pelaksanaan APBD 2025 efisien dan
efektif. Perubahan RENJA Sekretariat Daerah Kota Bogor tahun 2025
disusun guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi pendapatan,
belanja, dan pembiayaan daerah yang telah dilaksanakan melalui Peraturan
Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga Atas
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025.



1.3. TUJUAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

1.

Tujuan disusunnya Perubahan RENJA Tahun 2025 adalah untuk:
Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis
jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran
tahunan pembangunan daerah;

Mengukur kinerja penyelenggaraan berdasarkan urusan melalui capaian
target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

Menyediakan  informasi bagi pemenuhan laporan  evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada

pemerintah.

1.4. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dasar Pertimbangan dilakukan Perubahan RENJA Sekretariat Daerah

Tahun 2025 meliputi :

1.

Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Sekretariat Daerah Kota
Bogor tahun anggaran 2024 dan capaian kinerja pelaksanaan APBD
Sekretariat Daerah Kota Bogor tahun 2025 sampai dengan triwulan
pertama;

Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian target sasaran dan hasil
yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun
2024, dengan mempertimbangkan hasil dari refocusing APBD Tahun
2024;

Terdapat arah kebijakan pada tingkat pusat dan Provinsi Jawa Barat
yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis
lainnya;

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sekretariat Daerah Tahun
2024;

Penambahan/pengurangan/pergeseran rincian sub kegiatan karena
adanya efisiensi dan penuntasan prioritas pembangunan;

Perubahan Pagu Program/kegiatan/subkegiatan seiring dengan

penambahan/pengurangan/ pergeseran sub kegiatan.

1.5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan RENJA

Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota
kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor

6856);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung
kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus

Disease 2019 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta
Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 186);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak,
dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 101);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,;

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 581);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang
Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 900/833/SJ tentang
Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042
(Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 262);

Peraturan Dareah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025;
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008
Nomor 2 Seri D);



45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 - 2025
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 118);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Nomor
6 Tahun 2021);

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangungan Daerah Kota Bogor 2025 — 2026 (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2025;

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 122 Tahun 2023 tentang Tugas,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kota Bogor;

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor Tahun
2025 - 2026;

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun
2025;

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomjor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Perangkat daerah Kota Bogor Tahun 2025;

Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.1.2/Kep.103-BKAD/2025
Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor
900.1.2/Kep.100-Bkad /2025 Tentang Penyesuaian Pendapatan Dan
Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025; 53. Keputusan Walikota Bogor Nomor
900.1.12.1/Kep.134-Bkad /2025 Tentang Pengalihan Dan Penggunaan
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Anggaran Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.6. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RENJA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bogor

Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB L.

BAB II.

PENDAHULUAN.

Bab ini menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar
pertimbangan perubahan Rencana Kerja , dasar hukum dan
sistematika dokumen.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024 DAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN
2025

Bab ini menjelaskan evaluasi realisasi capaian indikator kinerja
utama (IKU) tahun 2024 dan evaluasi hasil pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 sampai dengan

triwulan 1.

BAB III. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV.

BAB IV.

Pada bab ini dijelaskan perubahan sasaran prioritas
pembangunan daerah, penyesuaian target indicator kinerja utama
daerah.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun 2025 serta perubahan
Rencana Kerja dan Pendanaan Pembangunan Sekretariat Daerah
Kota Bogor Tahun 2025

PENUTUP

Pada bab ini dijelaskan kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD
Tahun 2025.
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BAB 11
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024 DAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah,
meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil
rencana pembangunan daerah. Tahun 2024 merupakan tahapan jangka jangka
menengah ke 5 yaitu pada periode RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024,
dimana tataran kebijakan diarahkan sampai dengan merumuskan agenda
program pembangunan S5 (lima) tahunan beserta kerangka pendanaan
pembangunan. Perencanaan pembangunan jangka menengah di Kota Bogor
kemudian dijabarkan kedalam rencana pembangunan tahunan melalui
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Lebih lanjut Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur bahwa perumusan
rancangan perubahan RENJA mencakup evaluasi pelaksanaan RENJA
kabupaten/kota sampai dengan triwulan II. Evaluasi tersebut merupakan
feedback bagi penyusunan dokumen perencanaan yang memberikan informasi
penting untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan
pembangunan. Evaluasi pelaksanaan RENJA Sekretariat Daerah Kota Bogor
Tahun 2024 menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan

hasil evaluasi RENJA Tahun 2025 Triwulan 1.

2.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH

KOTA BOGOR TAHUN 2024

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kota Bogor
Tahun 2019-2024 ditetapkan indikator sasaran pembangunan atau Indikator
Kinerja Utama (IKU) beserta target yang ingin dicapai. Target dan sasaran dalam
RENSTRA Tahun 2019-2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor. Dalam dokumen RENSTRA Sekretariat
Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang mengacu pada Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025- 2026 juga telah
ditetapkan target sasaran pembangunan/ IKU yang ingin dicapai. Namun,
karena dokumen perubahan ini disusun pada triwulan II tahun 2025, IKU yang

ditetapkan dalam dokumen RENSTRA tersebut belum dapat dilihat realisasinya
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pada triwulan I. Data yang disajikan dalam tabel di bawah ini adalah capaian
IKU Kota Bogor Tahun 2024 yang masih mengacu pada dokumen RPJMD.
Beberapa dari indikator IKU dalam RPJMD tersebut masih digunakan pada
dokumen RPD.

Tabel 2.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bogor
Tahun 2024

No Indikator Satuan | Target | Realisasi | Evaluasi

1 |Indeks Tata Kelola Poin 76.9 78.03 Tercapai
Pengadaan Minimal Baik

2 | Persentase Capaian Kinerja % 97.5 98.00 Tercapai
Pembangunan Daerah

3 | Indeks Kematangan Poin 48.7 50 Tercapai
Organisasi

4 | Nilai Kepatuhan Terhadap Poin 95.3 91,44 Tidak
Standar Pelayanan Publik tercapai

S5 | Indeks Persepsi Kualitas Poin 4.6 4.65 Tercapai
Pelayanan Publik

6 | Persentase tersusunnya % 100% 100% Tercapai
perundangan daerah yang
sinkron dan sinergis
Nilai EKPPD Poin 3.450 NA NA
Persentase kelurahan % 91 91 Tercapai
berkinerja baik

9 | Nilai Indeks Reformasi Poin 83.2 84.90 Tercapai
Birokrasi Lingkup
Sekretariat Daerah

10 | Persentase Kebijakan bidang % 100 100 Tercapai
pengelolaan bina mental
spritual yg
diimplementasikan

11 | Persentase Kebijakan bidang % 91.67 100 Tercapai
kesejahteraan sosial yg
diimplementasikan

12 | Persentase kebijakan % 100 100 Tercapai
perekonomian yang
diimplemantasikan

13 | Persentase sengketa tanah % 87 100 Tercapai
yg selesai sesuai SOP

Sumber : Setda Kota Bogor, diolah 2025

Bila dilihat pada tabel diatas, walaupun masih terdapat 1 (satu) indikator
yang belum mencapai targetnya, dan 1 (satu) indikator yang belum ada nilainya,
namun hampir seluruhnya memiliki tingkat capaian 100 persen bahkan ada

yang melebihi 100 persen. Dengan demikian, bila menggunakan standar
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predikat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka

capaiannya masuk predikat Tinggi. (78 persen < 90 persen).

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun
2024 yang tidak tercapai

No Indikator Kinerja Utama Keterangan Tidak Tercapai
(IKU)
1 | Nilai Kepatuhan Terhadap Tidak tercapainya peningkatan kualitas
Standar Pelayanan Publik pelayanan publik, ketatalaksanaan dan

inovasi di perangkat daerah yang
dijadikan sample penilaian oleh
Lembaga Ombusman RI.

2 | Nilai EKPPD Nilai dari Kementerian Dalam Negeri RI
baru diumumkan pada bulan April
2025

2.2. CAPAIAN INDIKATOR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG DIAMPU OLEH SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK)
atau yang lebih dikenal dengan key performance indicator (KPI) atau dikenal juga
sebagai key success indicators (KSI) membantu organisasi dalam menentukan
dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan- tujuan organisasi. Target
capaian indikator kinerja kunci menggambarkan kinerja pemerintah daerah
secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK
dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu IKK tingkat dampak (impact) dan IKK
tingkat hasil (outcome). IKK tingkat dampak (impact) memuat IKU pemerintah
daerah maupun IKU perangkat daerah. IKK tingkat dampak (impact)
merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran RPJMD yang juga merupakan
IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja tujuan dan sasaran seluruh
Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. IKK
Pemerintah Daerah Kota Bogor yang diampu oleh Sekretariat Daerah ada 1

(satu) indikator sebagaimana Tabel 2.3.
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Tabel 2.3.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah daerah Kota Bogor
Tahun 2024 yang diampu oleh Sekretariat Daerah

No Indikator Satuan | Target Re:ilsa Evaluasi Bagian
I | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 | Indeks Kepuasan Angka 3,55 3,64 Tercapai Organisasi
Masyarakat
II | ASPEK PELAYANAN UMUM
A | FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PEKERJAAN UMUM
1 | Rasio tempat ibadah per Persen 0,0350 1,54 Tercapai | Kesejahteraan
satuan penduduk Rakyat
B | FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
1 | PERTANAHAN
1 | Penyelesaian kasus Persen 100% 100% Tercapai | Pemerintahan
tanah Negara
2.3. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT

DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Berkenaan dengan penyusunan Rancangan Renja Perubahan Sekretariat

Daerah di bulan April, maka realisasi renja tahun berjalan adalah realisasi

sampai dengan Triwulan I, sebagaimana Tabel 2.4. berikut.

15



Tabel 2.4.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bogor Triwulan I Tahun 2025

Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian lisasi ] g h
Kode Pemerintahan Program (outcome) / Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran rea‘isast Anggaran Daera
Daerah dan Kegiatan (output ang dievaluasi (2025 Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
g (output) yang ( ) j
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
— o,
o 3 a4 - 5 6 7=6/5x100% 8
Rp K Rp K Rp
2.10.04 PROGRAM Persentase sengketa 100 Persen 66,180,100 40 12,844,800 40.00% 19.41% Bagian
PENYELESAIAN tanah yg difasilitasi Pemerintahan
SENGKETA TANAH sesuai SOP
GARAPAN
2.10.04.2.0 | Penyelesaian Persentase Penanganan 100 Persen 66,180,100 40 12,844,800 40.00% 19.41%
1 Sengketa Tanah aduan masyarakat
Garapan dalam mengenai permasalahan
Daerah pertanahan
Kabupaten/Kota
2.10.04.2.0 | Inventarisasi Kasus Jumlah Data Kasus 1 Dokumen 66,180,100 - 12,844,800 0.00% 19.41%
1.0005 Pertanahan dalam 1 Pertanahan dalam 1
(satu) Daerah (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) 0.00% | 19.41%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
2.13.04 PROGRAM Persentase Kelurahan 4.4 Persen 212,782,103 0.00 - 0.00% 0.00% Bagian
ADMINISTRASI yang ber-predikat Pemerintahan
PEMERINTAHAN Swasembada
DESA
2.13.04.2.0 | Pembinaan dan Persentase 100 Persen 0.00 0.00% 0.00%
1 Pengawasan Pendayagunaan Data 212,782,103 -
Penyelenggaraan Administrasi Kelurahan
Administrasi
Pemerintahan Desa
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian cner) g
Kode Pemerintahan Program (outcome Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran realisasi Anggaran Daerah
gram ( )/ g J J g . Kat P
Daerah dan Kegiatan (output) yang dievaluasi (2025) Renja TW I Renja Perangka enanggung
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
— o,
o 3 a4 = 5 6 7=6/5x100% 8
Rp K Rp K Rp
2.13.04.2.0 | Fasilitasi Penyusunan | Jumlah Dokumen Profil 68 Dokumen 0.00 0.00% 0.00%
1.0011 Profil Desa Desa Yang Tersusun 73,710,000 -
2.13.04.2.0 | Fasilitasi Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 0.00 0.00% 0.00%
1.0018 Perkembangan Desa Evaluasi Perkembangan 139,072,103 -
serta Lomba Desa Desa serta Lomba Desa
dan Kelurahan dan Kelurahan
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) 0.00% 0.00%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
4.01.02 PROGRAM Persentase kerjasama 80 Persen 1,178,481,000 () 253,341,998 0.00% | 21.50% Bagian
PEMERINTAHAN yang diimplementasikan Pemerintahan
DAN sesuai perjanjian
KESEJAHTERAAN Kerjasama
RAKYAT
Persentase capaian 90 Persen o 0.00%
realisasi Indikator -
Kinerja Kunci (IKK)
Urusan Penyelenggaraan
Pemerintahan
4.01.02.2.0 | Administrasi Tata Persentase Tata Kelola 100 Persen 752,599,700 0 147,583,198 0.00% 19.61%
1 Pemerintahan Pengadministrasian
Pemerintahan dan
Kewilayahan sesuai
ketentuan
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian lisasi J g h
Kode Pemerintahan Program (outcome) / Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran rea‘isast Anggaran Daera
Daerah dan Kegiatan (output ang dievaluasi (2025 Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
g (output) yang ( ) j
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
— o,
o 3 a4 = 5 6 7=6/5x100% 8
Rp K Rp K Rp
Persentase Rekomendasi 100 Persen 100 100.00%
/ Laporan bahan -
kebijakan Pelaksanaan
Otonomi daerah yang
ditindaklanjuti
4.01.02.2.0 | Penataan Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 176,260,000 0 8,416,200 0.00% 4.77%
1.0001 Administrasi Penataan Administrasi
Pemerintahan Pemerintahan
4.01.02.2.0 | Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 134,400,500 0 11,409,460 0.00% 8.49%
1.0002 Administrasi Pengelolaan Administrasi
Kewilayahan Kewilayahan
4.01.02.2.0 | Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 441,939,200 3 127,757,538 | 100.00% 28.91%
1.0003 Pelaksanaan Otonomi | Fasilitasi Pelaksanaan
Daerah Otonomi Daerah
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | 33.33% | 14.06%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
4.01.02.2.0 | Fasilitasi Kerja Persentase kerjasama 80 Persen 425,881,300 0 105,758,800 0.00% | 24.83%
4 Sama Daerah dalam negeri yang
diimplementasikan
sesuai dengan Perjanjian
Kerjasama
Persentase kerjasama 80 Persen o 0.00%
luar negeri yang -
diimplementasikan
sesuai dengan Perjanjian
Kerjasama
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian lisasi J g h
Kode Pemerintahan Program (outcome) / Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran rea‘isast Anggaran Daera
Daerah dan Kegiatan (output ang dievaluasi (2025 Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
g (output) yang ( ) j
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
o 3 a4 5 6 7=6/5x100% 8
K Rp K Rp K Rp
4.01.02.2.0 | Fasilitasi Kerja Sama | Jumlah Dokumen Hasil 123 Dokumen 235,303,500 50 92,927,700 40.65% 39.49%
4.0001 Dalam Negeri Fasilitasi Kerja Sama
Dalam Negeri
4.01.02.2.0 | Fasilitasi Kerja Sama | Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 134,043,000 0 11,507,900 0.00% 8.59%
4.0002 Luar Negeri Fasilitasi Kerja Sama Luar
Negeri
4.01.02.2.0 | Evaluasi Pelaksanaan | Jumlah Laporan Hasil 1 Dokumen 56,534,800 0 1,323,200 0.00% 2.34%
4.0003 Kerja Sama Evaluasi Pelaksanaan
Kerja Sama
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) 13.55% | 16.81%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Rata-rata Capaian kinerja Program (%) | 23.44% | 15.43%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
4.01.02 PROGRAM Persentase Produk 100 Persen 2,133,529,600 | 52.4 672,564,002 52.40% | 31.52% | Bagian Hukum
PEMERINTAHAN Hukum Daerah yang dan HAM
DAN ditetapkan sinkron dan
KESEJAHTERAAN harmonis sesuai dengan
RAKYAT peraturan perundang-
undangan
Persentase Produk 100 Persen 15 15.00%
hukum daerah yang
dipublikasikan tepat
waktu
Persentase penangan 100 Persen 26.67 26.67%
perkara (TUN dan
Perdata) yang dapat
diselesaikan
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian lisasi J g h
Kode Pemerintahan Program (outcome) / Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran rea‘isast Anggaran Daera
Daerah dan Kegiatan (output ang dievaluasi (2025 Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
g (output) yang ( ) j
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
o 3 a4 5 6 7=6/5x100% 8
K Rp K Rp K Rp
4.01.02.2.0 | Fasilitasi dan Persentase 100 Persen 2,133,529,600 33.7 672,564,002 33.70% | 31.52%
3 Koordinasi Hukum Terfasilitasinya
Penyusunan Produk
Hukum Daerah sesuai
permohonan, dan
pendokumentasian serta
pengelolaan informasi
hukum
Persentase 100 Persen 26.67 26.67%
terfasilitasinya perkara
hukum sesuai
permohonan
4.01.02.2.0 | Fasilitasi Penyusunan | Jumlah Produk Hukum 500 Dokumen 512,215,400 262 299,660,920 52.40% 58.50%
3.0001 Produk Hukum Daerah yang Disusun
Daerah
4.01.02.2.0 | Fasilitasi Bantuan Jumlah Kasus yang 30 Kasus 1,437,859,400 8.00 311,005,282 26.67% 21.63%
3.0002 Hukum Mendapatkan Fasilitasi
Bantuan Hukum
4.01.02.2.0 | Pendokumentasian Jumlah Produk Hukum 100 Dokumen 183,454,800 | 15.00 61,897,800 15.00% 33.74%
3.0003 Produk Hukum dan dan Pengelolaan Informasi
Pengelolaan Informasi | Hukum Yang
Hukum Didokumentasi
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | 31.36% | 37.96%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian et g
Kode Pemerintahan Program (outcome Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran realisasi Anggaran Daerah
gram ( )/ g J J g8 :
Daerah dan Kegiatan (output ang dievaluasi (2025 Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
g (output) yang ( ) j
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
— o,
o 3 a4 = 5 6 7=6/5x100% 8
Rp K Rp K Rp
4.01.02 PROGRAM Persentase Rekomendasi 87 Persen 32,434,592,75 | 16.66 7,367,002,424 19.15% | 22.71% Bagian
PEMERINTAHAN Kebijakan Kesejahteraan 7 Kesejahteraan
DAN Sosial dan Masyarakat Rakyat
KESEJAHTERAAN yang ditindaklanjuti
RAKYAT Jumlah Penduduk 1000 | Orang 0.00 0.00%
Miskin Ekstrim yang -
mendapat bantuan sosial
(berdasarkan data P3KE
desil 1)
Jumlah Penduduk 3000 Orang 0.00 0.00%
Miskin yang mendapat -
Bantuan Sosial (berdasar
data DTKS)
Persentase realisasi 87 Persen 46.80 53.79%
capaian kinerja -
pemberian Hibah Untuk
Lembaga Keagamaan
4.01.02.2.0 | Pelaksanaan Jumlah kebijakan 6 Dokumen | 32,434,592,75 1.00 7,367,002,424 16.67% 22.71%
2 Kebijakan kesejahteraan rakyat 7
Kesejahteraan yang diimplementasikan
Rakyat Jumlah kebijakan 3 Dokumen 1.00 33.33%
Fasilitasi Pengelolaan -
Bina Mental Spiritual
yang diimplementasikan
4.01.02.2.0 | Fasilitasi Pengelolaan | Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 16,862,131,845 1.00 7,143,526,424 33.33% 42.36%
2.0001 Bina Mental Spiritual | Fasilitasi Pengelolaan
Bina Mental Spiritual
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian realisasi Angearan Daerah
Kode Pemerintahan Program (outcome) / Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran Renia Per igk t P
Daerah dan Kegiatan (output) yang dievaluasi (2025) Renja TW I enja * eranghka enanggung
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
o 3 4 5 6 7 =6/5x 100% 8
K Rp K Rp K Rp
4.01.02.2.0 | Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 265,559,515 0.00 6,692,600 0.00% 2.52%
2.0002 Kebijakan, Evaluasi, Kebijakan, Evaluasi, dan

dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan
Sosial

Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial yang
Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Administrasi
Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk
dan KB
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian et g
Kode Pemerintahan Program (outcome Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran realisasi Anggaran Daerah
gram ( )/ g J J g8 :
Daerah dan Kegiatan (output ang dievaluasi (2025 Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
g (output) yang ( ) j
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
— o,
o 3 a4 = 5 6 7=6/5x100% 8
Rp K Rp K Rp
4.01.02.2.0 | Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 15,306,901,397 0 216,783,400 0.00% 1,42%
2.0003 Kebijakan, Evaluasi, Kebijakan, Evaluasi, dan
dan Capaian Kinerja Capaian Kinerja Terkait
Terkait Kesejahteraan | Kesejahteraan Masyarakat
Masyarakat yang Meliputi Urusan
Kepemudaan dan
Olahraga, Pariwisata,
Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan,
Trantibum Linmas
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | 11.11% | 15.43%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
4.01.01 PROGRAM Nilai Sakip Aspek 27.3 Poin 0.00 37,016,200 0.00% | 39.96% Bagian
PENUNJANG Perencanaan Kinerja di 92,622,000 Administrasi
URUSAN lingkup Perangkat Pembangunan
PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH Nilai Sakip Aspek 26 Poin 0.00 0.00%
KABUPATEN/KOTA | Pengukuran Kinerja di
lingkup Perangkat
Daerah
Nilai Sakip Aspek 11.7 Poin 0.00 0.00%
Pelaporan Kinerja di
lingkup Perangkat
Daerah
Nilai Sakip Aspek 18.8 Poin 0.00 0.00%
Evaluasi Internal di
lingkup Perangkat
Daerah
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian lisasi J g h
Kode Pemerintahan Program (outcome) / Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran reatisast Anggaran Daera
Daerah dan Kegiatan (output) yang dievaluasi (2025) Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
o 3 a4 5 6 7=6/5x100% 8
K Rp K Rp K Rp
Persentase Realisasi 100 Persen 0.00 0.00%
Rencana Tindak -
Pengendalian Risiko di
Lingkungan Perangkat
Daerah
4.01.01.2.0 | Perencanaan, Persentase dokumen 100 Persen 92,622,000 | 50.00 37,016,200 50.00% 39.96%
1 Penganggaran, dan perencanaan yang
Evaluasi Kinerja disusun
Perangkat Daerah Persentase dokumen 100 Persen 42.86 42.86%
Evaluasi Kinerja dan
Pelaporan yang disusun
4.01.01.2.0 | Penyusunan Jumlah Dokumen 4 Dokumen 35,002,900 2.00 6,351,000 50.00% 18.14%
1.0001 Dokumen Perencanaan Perangkat
Perencanaan Daerah
Perangkat Daerah
4.01.01.2.0 | Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi 7 Dokumen 57,619,100 3.00 30,665,200 42.86% 53.22%
1.0002 Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | 46.43% | 35.68%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
4.01.03 PROGRAM Persentase Realisasi 100 Persen 156,339,100 | 19.22 6,884,048 19.22% 4.40% Bagian
PEREKONOMIAN Pelaksanaan Program Administrasi
DAN PEMBANGUNAN | Strategis Pembangunan Pembangunan
Daerah
Persentase Ketepatan 65 Persen 0.00 0.00%
Waktu pelaksanaan
program/kegiatan/sub
kegiatan sesuai
perencanaan
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian lisasi J g h
Kode Pemerintahan Program (outcome) / Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran rea‘isast Anggaran Daera
Daerah dan Kegiatan (output ang dievaluasi (2025 Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
g (output) yang ( ) j
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
6 7=6/5x100% 8
2 3 4 K Rp K Rp K Rp
4.01.03.2.0 | Pengendalian Persentase PD yang 100 Persen 156,339,100 | 25.00 6,884,048 25.00% 4.40%
2 Administrasi menyampaikan laporan
Pembangunan realisasi keuangan dan
progres fisik secara
tepat waktu
4.01.03.2.0 | Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 1.00 5,984,048 25.00% 16.64%
2.0002 Evaluasi Program Pengendalian dan 35,959,800
Pembangunan Evaluasi Program
Pembangunan
4.01.03.2.0 | Pengelolaan Evaluasi | Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 3.00 900,000 25.00% 0.75%
2.0003 dan Pelaporan Pengelolaan Evaluasi dan 120,379,300
Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan Pembangunan
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | 25.00% 8.69%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
4.01.03 PROGRAM Persentase rekomendasi 73 Persen 321,836,700 0.00 30,498,600 0.00% | 9.48% Bagian
PEREKONOMIAN hasil kajian sektor Perekonomian
DAN PEMBANGUNAN | UMKM yang
ditindaklanjuti dengan
kebijakan
Proporsi Kredit UMKM 18 Persen 0.00 0.00%
terhadap Total Kredit
Rata Rata Nilai capaian 67.5 Nilai 0.00 0.00%
kinerja BUMD
Persentase Capaian 75.9 Persen 0.00 0.00%
Kinerja Rencana Aksi
Pengendalian Inflasi
Daerah
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian lisasi J g h
Kode Pemerintahan Program (outcome) / Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran reatisast Anggaran Daera
Daerah dan Kegiatan (output) yang dievaluasi (2025) Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
o 3 a4 5 6 7=6/5x100% 8
K Rp K Rp K Rp
4.01.03.2.0 | Pelaksanaan Jumlah kebijakan 6 Dokumen 0.00 0.00% | 9.48%
1 Kebijakan pembinaan UMKM yang 321,836,700 30,498,600
Perekonomian diimplementasikan
Jumlah kebijakan dan 5 Dokumen 0.00 0.00%
rekomendasi
pengelolaan BUMD
Jumlah Kebijakan dan 4 Dokumen 0.00 0.00%
rekomendasi
pengendalian inflasi
daerah
4.01.03.2.0 | Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil S Dokumen 0.00 16,209,000 0.00% 8.34%
1.0001 Sinkronisasi, Koordinasi, Sinkronisasi, 194,289,000
Monitoring dan Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi Kebijakan Kebijakan Pengelolaan
Pengelolaan BUMD BUMD dan BLUD
dan BLUD
4.01.03.2.0 | Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 0.00 11,127,100 0.00% 14.87%
1.0002 Distribusi Pengendalian dan 74,805,700
Perekonomian Distribusi Perekonomian
4.01.03.2.0 | Perencanaan dan Jumlah Dokumen Hasil 6 Dokumen 1.00 3,162,500 16.67% 6.00%
1.0003 Pengawasan Ekonomi | Perencanaan dan 52,742,000
Mikro Kecil Pengawasan Ekonomi
Mikro kecil
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) 5.56% 9.74%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian lisasi J g h
Kode Pemerintahan Program (outcome) / Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran rea‘isast Anggaran Daera
Daerah dan Kegiatan (output ang dievaluasi (2025 Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
g (output) yang ( ) j
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
o 3 a4 5 6 7=6/5x100% 8
K Rp K Rp K Rp
4.01.03 PROGRAM Persentase Perangkat 75 Persen 8.50 11.33% | 13.35% Bagian
PEREKONOMIAN Daerah yang memiliki 819,002,668 109,304,230 Pengadaan
DAN PEMBANGUNAN | nilai pemanfaatan Barang dan
sistem informasi PBJ > Jasa
25
4.01.03.2.0 | Pengelolaan Indeks Kepuasan 3.45 Poin 819,002,668 3.96 109,304,230 | 114.78% 13.35%
3 Pengadaan Barang Penerima Layanan
dan Jasa UKPBJ
4.01.03.2.0 | Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 440,056,980 3.00 52,630,400 25.00% 11.96%
3.0001 Pengadaan Barang Pengelolaan Pengadaan
dan Jasa Barang dan Jasa
4.01.03.2.0 | Pengelolaan Layanan | Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 235,831,488 3.00 34,213,830 25.00% 14.51%
3.0002 Pengadaan Secara Layanan Pengadaan
Elektronik Secara Elektronik
4.01.03.2.0 | Pembinaan dan Jumlah Orang yang 310 Orang 143,114,200 139 22,460,000 44.84% 15.69%
3.0003 Advokasi Pengadaan Mengikuti Pembinaan dan
Barang dan Jasa Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | 31.61% | 14.05%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
4.01.01 PROGRAM Persentase perangkat 50 Persen 391,239,200 0.00 96,718,030 0.00% 24.72% Bagian
PENUNJANG daerah yang mendapat Organisasi
URUSAN nilai pelaporan kinerja
PEMERINTAHAN PD minimal 12,2
DAERAH o
KABUPATEN/KOTA Persentase perangkat 80.6 Persen 0.00 0.00%

daerah yang memiliki
indeks kematangan
sangat tinggi
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian cner) g
Kode Pemerintahan Program (outcome Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran realisasi Anggaran Daerah
g ( )/ g J J g Renja Perangkat Penan n
Daerah dan Kegiatan (output) yang dievaluasi (2025) Renja TW I J g geung
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
o 3 a4 5 6 7=6/5x100% 8
K Rp K Rp K Rp

Persentase perangkat 83.3 Persen 0.00 0.00%
daerah yang memiliki
indeks kelembagaan
minimal sangat efektif
Persentase Perangkat 88.9 Persen 0.00 0.00%
Daerah yang memiliki
IKM 2> 3,35

4.01.01.2.1 | Penataan Organisasi | Persentase LKIP PD yang 70 Persen 391,239,200 0.00 96,718,030 0.00% 24.72%

3 memenuhi 7 informasi
sesuai Permenpan 53
tahun 2014
Nilai Komposit 43.7 Poin 0.00 0.00%
Kelembagaan Dimensi
Struktur
Persentase perangkat 27.8 Persen 0.00 0.00%
daerah yang memiliki
dokumen anjab dan ABK
sesuai ketentuan
Persentase Peningkatan 1 Persen 0.00 0.00%
Nilai SKM Perangkat
Daerah

4.01.01.2.1 | Pengelolaan Jumlah Dokumen 14 Dokumen 96,749,500 0.00 32,979,300 0.00% 34.09%

3.0001 Kelembagaan dan Pengelolaan Kelembagaan

Analisis Jabatan dan Analisis Jabatan
4.01.01.2.1 | Fasilitasi Pelayanan Jumlah Laporan Hasil 6 Laporan 188,065,900 0.00 30,347,500 0.00% 16.14%
3.0002 Publik dan Tata Fasilitasi Pelayanan
Laksana Publik dan Tata Laksana
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian et g
N Kod p intah p . o . realisasi Anggaran Daerah
ode emerintahan rogram (outcome) / Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran .
° Daerah dan Kegiatan (output) yang dievaluasi (2025) Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
5 6 7=6/5x100% 8
1 2 3 4 K Rp K Rp K Rp
4.01.01.2.1 | Peningkatan Kinerja Jumlah Dokumen 4 Dokumen 106,423,800 1.00 33,391,230 25.00% 31.38%
3.0003 dan Reformasi Peningkatan Kinerja dan
Birokrasi Reformasi Birokrasi
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) 8.33% | 27.20%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
1 |4.01.01 PROGRAM Persentase penyampaian 100 Persen 84,973,828,10 0.00 | 20,034,994,841 0.00% 23.58% | Bagian Umum
1 PENUNJANG laporan keuangan 8
URUSAN bulanan, triwulanan,
PEMERINTAHAN semesteran dan tahunan
DAERAH secara tepat waktu
KABUPATEN/KOTA | Persentase pengelolaan 94 Persen 0.00 0.00%
BMD yang dikelola
dengan ketentuan
Persentase Kepatuhan 100 Persen 0.00 0.00%
Anggaran
Persentase Realisasi 95 Persen 0.00 0.00%
Anggaran Terhadap DPA
Transparansi 94 Persen 0.00 0.00%
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Rata-rata Nilai SKM 87.1 Nilai 0.00 0.00%
Aspek Pemenuhan
Sarana Prasarana
Rata-rata Nilai SKM 88.8 NIlai 0.00 0.00%
Aspek Pemenuhan
Kualitas SDM
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian lisasi J g h
Kode Pemerintahan Program (outcome) / Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran reatisast Anggaran Daera
Daerah dan Kegiatan (output) yang dievaluasi (2025) Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
. Daerah Tahun Jawab
Program /Kegiatan 2025 (%)
o 3 a4 5 6 7=6/5x100% 8
K Rp K Rp K Rp
Rata-rata Nilai SKM 88.4 Nilai 0.00 0.00%
Aspek Pemenuhan
Persyaratan, Prosedur,
Waktu, Tarif, dan
Standar layanan
Rata-rata Nilai SKM 88.4 Nilai 0.00 0.00%
Aspek Penanganan
Pengaduan
4.01.01.2.0 | Administrasi Persentase Berita Acara 100 Persen 48,612,485,52 0.00 | 10,656,231,249 0.00% 21.92%
2 Keuangan Perangkat | Rekonsiliasi yang 1
Daerah dilaksanakan sesuai
standar akuntansi
4.01.01.2.0 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang 195 Org/Bula | 48,448,874,521 | 195.0 10,631,291,249 | 100.00% 21.94%
2.0001 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan n 0
Tunjangan ASN
4.01.01.2.0 | Koordinasi dan Jumlah Laporan 14 Laporan 163,611,000 3.00 24,940,000 21.43% 15.24%
2.0002 Penyusunan Laporan | Keuangan
Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes
Bulanan/Triwulanan | teran SKPD dan Laporan
/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semes
teran SKPD
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | 60.71% 18.59%
Predikat kinerja | Rendah Sangat
Rendah
4.01.01.2.0 | Administrasi Persentase Pelayanan 100 Persen 549,731,300 | 100.0 67,795,000 | 100.00% 12.33%
5 Kepegawaian Kepegawaan Perangkat o
Perangkat Daerah Daerah
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian cner) g
Kode Pemerintahan Program (outcome Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran realisasi Anggaran Daerah
gram ( )/ g i J g8 . Kat P
Daerah dan Kegiatan (output) yang dievaluasi (2025) Renja TW I Renja Perangka enanggung
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
— o,
o 3 a4 = 5 6 7=6/5x100% 8
Rp K Rp K Rp
4.01.01.2.0 | Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian 6 Paket 549,731,300 1.00 67,795,000 16.67% 12.33%
5.0002 Dinas beserta Atribut | Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya Kelengkapan
4.01.01.2.0 | Administrasi Umum | Persentase pemenuhan 100 Persen 5,519,903,900 | 100.0 1,444,231,905 | 100.00% | 26.16%
6 Perangkat Daerah administrasi umum o
perangkat daerah
4.01.01.2.0 | Penyediaan Jumlah Paket Komponen 1 Paket 179,980,900 1.00 60,300,000 | 100.00% 33.50%
6.0001 Komponen Instalasi Instalasi
Listrik /Penerangan Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang
Disediakan
4.01.01.2.0 | Penyediaan Peralatan | Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 1,418,694,900 1.00 337,334,500 | 100.00% 23.78%
6.0002 dan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor
Kantor Yang Disediakan
4.01.01.2.0 | Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan 9 Paket 2,636,602,000 3.00 673,458,000 33.33% 25.54%
6.0003 Logistik Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
4.01.01.2.0 | Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang 2 Paket 247,085,100 1.00 151,410,800 50.00% 61.28%
6.0004 Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan
Penggandaan yang Disediakan
4.01.01.2.0 | Penyelenggaraan Jumlah Laporan 4 Laporan 1,037,541,000 1.00 221,728,605 25.00% 21.37%
6.0005 Rapat Koordinasi dan | Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | 61.67% | 33.09%
Predikat kinerja Sangat
Rendah | Rendah
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian lisasi J g h
Kode Pemerintahan Program (outcome) / Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran rea‘isast Anggaran Daera
Daerah dan Kegiatan (output ang dievaluasi (2025 Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
g (output) yang ( ) j
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
— o,
o 3 a4 = 5 - - 6 - 7K 6/5x lolgpA) 8
4.01.01.2.0 | Pengadaan Barang Persentase Pemenuhan 100 Persen 4,903,798,800 | 100.0 2,114,703,720 | 100.00% 43.12%
7 Milik Daerah Sarana Prasarana o
Penunjang Urusan penunjang urusan
Pemerintah Daerah pemerintahan sesuai
RKBMD
4.01.01.2.0 | Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan 12 Paket 1,757,826,000 2.00 1,247,000,000 16.67% 70.94%
7.0001 Kendaraan Perorangan Dinas atau
Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan
atau Kendaraan yang disediakan
Dinas Jabatan
4.01.01.2.0 | Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan 9 Paket 328,842,000 9.00 327,456,720 | 100.00% 99.58%
7.0002 Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau
Operasional atau Lapangan yang disediakan
Lapangan
4.01.01.2.0 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang 10 Paket 1,160,878,800 0.00 0 0.00% 0.00%
7.0005 Disediakan
4.01.01.2.0 | Pengadaan Peralatan | Jumlah Paket Peralatan 25 Paket 1,656,252,000 | 11.00 540,247,000 44.00% 32.62%
7.0006 dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya yang
Disediakan
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | 40.17% | 50.78%
Predikat kinerja | Sangat
Rendah | Rendah
4.01.01.2.0 | Penyediaan Jasa Persentase Pemenuhan 100 Persen 8,559,782,081 | 100.0 2,346,994,456 | 100.00% 27.42%
8 Penunjang Urusan penyediaan jasa o
Pemerintahan penunjang urusan
Daerah pemerintahan daerah
4.01.01.2.0 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 1 Laporan 84,039,300 0.00 0 0.00% 0.00%
8.0001 Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian cner) g
Kode Pemerintahan Program (outcome Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran realisasi Anggaran Daerah
gram ( )/ g i J g8 . Kat P
Daerah dan Kegiatan (output) yang dievaluasi (2025) Renja TW I Renja Perangka enanggung
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
— o,
o 3 a4 = 5 6 7=6/5x100% 8
Rp K Rp K Rp
4.01.01.2.0 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 1 Laporan 2,519,411,947 1.00 539,144,258 | 100.00% 21.40%
8.0002 Komunikasi, Sumber | Penyediaan Jasa
Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
4.01.01.2.0 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 1 Laporan 987,382,730 1.00 389,766,000 | 100.00% 39.47%
8.0003 Peralatan dan Penyediaan Jasa
Perlengkapan Kantor | Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
4.01.01.2.0 | Penyediaan Jasa Jumlah Laporan 12 Laporan 4,968,948,104 3.00 1,418,084,198 25.00% 28.54%
8.0004 Pelayanan Umum Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum Kantor
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | 56.25% | 22.35%
Predikat kinerja Sangat
Rendah | Rendah
4.01.01.2.0 | Pemeliharaan Persentase BMD lingkup 100 Persen 7,886,910,162 | 100.0 759,243,499 | 100.00% 9.63%
9 Barang Milik Daerah | Setda berkondisi baik o
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
4.01.01.2.0 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan 11 Unit 1,137,242,045 | 11.00 236,281,849 | 100.00% 20.78%
9.0001 Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan
Pajak Kendaraan yang Dipelihara dan
Perorangan Dinas dibayarkan Pajaknya
atau Kendaraan
Dinas Jabatan
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian et g
Kode Pemerintahan Program (outcome Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran realisasi Anggaran Daerah
gram ( )/ g J J g8 :
Daerah dan Kegiatan (output ang dievaluasi (2025 Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
g (output) yang ( ) j
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
— o,
o 3 a4 = 5 6 7=6/5x100% 8
Rp K Rp K Rp
4.01.01.2.0 | Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 34 Unit 1,292,440,909 | 34.00 55,121,150 | 100.00% 4.26%
9.0002 Pemeliharaan, Biaya Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara
dan Perizinan dan dibayarkan Pajak dan
Kendaraan Dinas Perizinannya
Operasional atau
Lapangan
4.01.01.2.0 | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang 100 Unit 199,983,024 | 45.00 82,253,000 45.00% 41.13%
9.0005 Dipelihara
4.01.01.2.0 | Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan 1800 Unit 1,270,399,384 | 310.0 219,124,000 17.22% 17.25%
9.0006 Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang 0
Lainnya Dipelihara
4.01.01.2.0 | Pemeliharaan/Rehabi | Jumlah Gedung Kantor 6 Unit 3,537,562,400 0.00 166,463,500 0.00% 4.71%
9.0009 litasi Gedung Kantor | dan Bangunan Lainnya
dan Bangunan yang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
4.01.01.2.0 | Pemeliharaan/Rehabi | Jumlah Sarana dan 3 Unit 449,282,400 0.00 0 0.00% 0.00%
9.0010 litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Prasarana Gedung atau Bangunan Lainnya
Kantor atau yang
Bangunan Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | 43.70% 14.69%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian et g
Kode Pemerintahan Program (outcome Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran realisasi Anggaran Daerah
gram ( )/ g J J g8 :
Daerah dan Kegiatan (output ang dievaluasi (2025 Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
g (output) yang ( ) j
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
— o,
o 3 a4 = 5 6 7=6/5x100% 8
Rp K Rp K Rp
4.01.01.2.1 | Administrasi Persentase pemenuhan 100 Persen 4,052,194,944 | 100.0 780,209,483 | 100.00% 19.25%
1 Keuangan dan administrasi keuangan o
Operasional Kepala dan operasional Kepala
Daerah dan Wakil Daerah dan Wakil Kepala
Kepala Daerah Daerah'
4.01.01.2.1 | Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang Yang 2 Orang 1,248,654,643 2.00 12,814,020 | 100.00% 1.03%
1.0001 Tunjangan Kepala Menerima Gaji dan
Daerah dan Wakil Tunjangan Kepala Daerah
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.1 | Penyediaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian 29 Paket 600,791,100 4.00 199,684,000 13.79% 33.24%
1.0002 Dinas dan Atribut Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Daerah dan Wakil Kepala
Kepala Daerah Daerah yang Disediakan
4.01.01.2.1 | Pelaksanaan Medical | Jumlah Orang yang 8 Orang 46,484,800 0.00 0 0.00% 0.00%
1.0003 Check Up Kepala Mengikuti Medical Check
Daerah dan Wakil Up Kepala Daerah dan
Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.1 | Penyediaan Dana Jumlah Orang yang 2 Orang 2,156,264,401 2.00 567,711,463 | 100.00% 26.33%
1.0004 Penunjang Menerima Dana
Operasional Kepala Penunjang Operasional
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kepala Daerah
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | 53.45% 15.15%
Predikat kinerja Sangat
Rendah | Rendah
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian cner) g
. . o . realisasi Anggaran Daerah
Kode Pemerintahan Program (outcome) / Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran .
. . . . Renja Perangkat Penanggung
Daerah dan Kegiatan (output) yang dievaluasi (2025) Renja TW I h Tah
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
7= 1009
o 3 a4 = - - 6 - K6/5x OlgpA) 8
4.01.01.2.1 | Fasilitasi Persentase pemenuhan 100 Persen 4,889,021,400 | 100.0 1,865,585,529 | 100.00% | 38.16%
2 Kerumahtanggaan kebutuhan o
Sekretariat Daerah kerumahtanggan
sekretariat daerah
4.01.01.2.1 | Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan 16 Paket 2,134,945,600 4.00 839,898,029 25.00% 39.34%
2.0001 Kebutuhan Rumah Rumah Tangga Kepala
Tangga Kepala Daerah yang Disediakan
Daerah
4.01.01.2.1 | Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan 16 Paket 1,553,442,600 4.00 724,466,000 25.00% 46.64%
2.0002 Kebutuhan Rumah Rumah Tangga Wakil
Tangga Wakil Kepala | Kepala Daerah yang
Daerah Disediakan
4.01.01.2.1 | Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan 16 Paket 1,200,633,200 4.00 301,221,500 25.00% 25.09%
2.0003 Kebutuhan Rumah Rumah Tangga
Tangga Sekretariat Sekretariat Daerah yang
Daerah Disediakan
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | 25.00% | 37.02%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
Rata-rata Capaian kinerja Program (%) | 87.50% | 24.75%
Predikat kinerja | Tinggi Sangat
Rendah
4.01.01 PROGRAM Persentase Pemenuhan 100 Persen 1,541,249,900 | 100.0 420,666,804 | 100.00% 27.29% Bagian
PENUNJANG Pelayanan Keprotokolan o Protokol dan
URUSAN dan Komunikasi Kepala Komunikasi
PEMERINTAHAN Daerah/Wakil Kepala Pimpinan
DAERAH Daerah
KABUPATEN/KOTA
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Tingkat capaian

Urusan/Bidang kinerja dan Perangkat
Urusan Indikator Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Renja Realisasi Capaian lisasi J g h
Kode Pemerintahan Program (outcome) / Perangkat Daerah Tahun Berjalan Kinerja dan Anggaran rea‘isast Anggaran Daera
Daerah dan Kegiatan (output ang dievaluasi (2025 Renja TW I Renja Perangkat Penanggung
g (output) yang ( ) j
Program/Kegiatan Daerah Tahun Jawab
2025 (%)
o 3 a4 5 6 7=6/5x100% 8
K Rp K Rp K Rp
4.01.01.2.1 | Pelaksanaan Persentase pemenuhan 100 Persen 1,541,249,900 | 100.0 420,666,804 | 100.00% 27.29%
4 Protokol dan pelayanan keprotokolan o
Komunikasi dan komunikasi
Pimpinan pimpinan
4.01.01.2.1 | Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 582,575,000 3.00 70,863,906 25.00% 12.16%
4.0001 Keprotokolan Fasilitasi Keprotokolan
4.01.01.2.1 | Fasilitasi Komunikasi | Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 550,017,400 3.00 120,200,425 25.00% 21.85%
4.0002 Pimpinan Fasilitasi Komunikasi
Pimpinan
4.01.01.2.1 | Pendokumentasian Jumlah Laporan 12 Laporan 3.00 229,602,473 25.00% 56.18%
4.0003 Tugas Pimpinan Pendokumentasian Tugas 408,657,500
Pimpinan
Rata-rata Capaian kinerja Kegiatan (%) | 25.00% | 30.07%
Predikat kinerja | Sangat Sangat
Rendah | Rendah
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Pencapaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan
triwulan I tahun anggaran 2025 untuk keseluruhan program dan kegiatan di
Sekretariat Daerah Kota Bogor, capaian kinerja sebesar 16,80% dan capaian
keuangan sebesar 20,95% dengan total realisasi penyerapan anggaran sebesar
Rp480.809.264.394. Capaian kinerja Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebesar
11,23% dan capaian keuangan sebesar 12,68% dengan realisasi penyerapan
anggaran  sebesar Rp 29.041.835.977,00 dari pagu  anggaran
Rp. 124.321.683.236,00. Dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan
triwulan I tahun 2025, secara umum beberapa faktor pendorong dan
penghambat yang sebagai berikut:

A. Faktor Pendorong

1. Komitmen pimpinan dan aparatur untuk pelaksanaaan program dan
kegiatan/sub kegiatan untuk selalu normatif sesuai peraturan
perundang-undangan

2. Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai
arahan dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, dukungan dari staf
dan bawahan, perencanaan, dukungan anggaran yang tersedia,
dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalinnya komunikasi
dan koordinasi yang cukup baik

3. Dukungan Stakeholder yaitu pihak yang juga memiliki kepentingan dalam
keberlangsungan program, kegiatan, dan subkegiatan, misalnya sesama

Perangkat Daerah atau juga instansiinstansi lainnya. Ketika stakeholder

dapat bekerjasama dengan baik, maka dapat membantu dalam

ketercapaian kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan

B. Faktor Penghambat

1. Waktu pelaksanaan berkaitan erat dengan perencanaan program,
kegiatan, dan sub-kegiatan, ketika waktu pelaksanaan program, kegiatan,
dan sub-kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan maka dapat menjadi
faktor penghambat keberjalanan program, kegiatan, dan sub-kegiatan

2. Ketersediaan data, ketersediaan data sektoral yang belum lengkap dan
terpadu

3. Proses pengadaan barang/jasa tidak berjalan sesuai dengan yang
direncanakan

4. Pada triwulan I, baru sebagian kecil kegiatan dan sub kegiatan yang
dilaksanakan. Sedangkan sebagian yang lain baru pada tahap persiapan,

atau tahap awal pengerjaan.

38



C. Tindak Lanjut
Berdasarkan dari pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah

triwulan I tahun 2025, beberapa tindak lanjut yang disarankan untuk

dilaksanakan pada triwulan berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyerapan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah
direncanakan

2. Meningkatkan koordinasi antara tim kerja dalam melaksanakan
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih matang.

3. Melakukan perencanaan dan persiapan pengadaan barang/jasa di awal
tahun.

4. Pengembangan inovasi dalam melaksanakan pelayanan sehingga

pelaksanaan lebih optimal.

Berdasarkan hasil tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun Berjalan, belum
ada target indikator yang tercapai karena anggaran baru berjalan 2 (dua)

bulan.

2.4. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2024
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah
Kota Bogor Tahun 2025 - 2026 dan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris
Daerah Kota Bogor Nomor 500.14.2.1/Kep.141-Bag.Adbang/2024 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2026 di Lingkungan
Sekretariat Daerah, ada 24 (dua puluh empat) indikator yang harus dicapai
dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel
2.4. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam Renstra Sekretariat Daerah
Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan pengukuran kinerja yang dilakukan sampai
dengan TW 1 Tahun 2025.
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Tabel 2.4.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Bogor
Tahun 2025 sampai dengan TW 1 Tahun 2025

. Realisasi .
No Indikator Satuan | Target sd. TW 1 Evaluasi
1 | Persentase rekomendasi % 80 0 Tidak
sektor UMKM yang tercapai
diimplementasikan
2 | Persentase BUMD Sehat % 50 0 Tidak
tercapai
3 | Tingkat Inflasi kelompok Nilai S5-7 0 Tidak
makanan minuman dan tercapai
tembakau yang diintervensi
4 | Persentase realisasi capaian % 2,58% 0 Tidak
kinerja bansos penduduk tercapai
miskin ekstrim
5 | Persentase Kebijakan % 80 0 Tidak
Pengelolaan Bina Mental tercapai
Spiritual Yang
Diimplementasikan
6 | Nilai rata-rata aspek Nilai 12 0 Tidak
pelaporan kinerja perangkat tercapai
7 | Indeks Kematangan Nilai 51 0 Tidak
Organisasi tercapai
8 | Indeks Komposit Nilai 87.25 0 Tidak
Kelembagaan tercapai
9 | Indeks Kepuasan Nilai 3.6 0 Tidak
Masyarakat Tingkat Kota tercapai
10 | Persentase Capaian Kinerja % 98 7,2% Tidak
Pembangunan Daerah tercapai
11 | Tingkat Pemanfaatan Sistem Nilai 29 17,01 Tidak
Informasi Pengadaan Barang tercapai
dan Jasa
12 | Tingkat kematangan UKPBJ Nilai 40 40 Tidak
tercapai
13 | Persentase pemenuhan % 8.46 30,78% Tidak
Kebutuhan JF PPBJ tercapai
14 | Nilai Aspek harmonisasi Nilai 21.3 0 Tidak
produk hukum daerah tercapai
15 | Nilai Aspek kompetensi SDM Nilai 25 0 Tidak
perancang produk hukum tercapai
16 | Nilai Aspek deregulasi Nilai 10.5 0 Tidak
produk hukum daerah tercapai
17 | Nilai Aspek penataan data Nilai 15 0 Tidak
base perundang-undangan tercapai
18 | Nilai Evaluasi Kinerja Nilai 3.48 0 Tidak
Penyelenggaraan Pemerintah tercapai
19 | Persentase Kelurahan % 75 0 Tidak
Berkinerja Baik tercapai
20 | Nilai SAKIP di lingkup Nilai 83.16 0 Tidak
Perangkat Daerah tercapai
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. Realisasi .
No Indikator Satuan | Target sd. TW 1 Evaluasi
21 | Jumlah Inovasi Perangkat Inovasi 1 0 Tidak
Daerah yang ditetapkan /Tahun tercapai
menjadi Inovasi Daerah
22 | Persentase Tindak Lanjut % 91 0 Tidak
Hasil Pemeriksaan BPK/Itda tercapai
23 | Kepatuhan Pengelolaan % 95 0 Tidak
Keuangan tercapai
24 | Survey Kepuasan Nilai 88.75 0 Tidak
Masyarakat lingkup tercapai
Perangkat Daerah

Sumber : Setda Kota Bogor, diolah 2025

Pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan TW 1
sebagian besar tidak tercapai, karena sebagian besar penilaian dilakukan pada
TW 3 dan TW 4. Data yang tersedia datanya adalah data yang penilaiannya
dilakukan setiap bulan yaitu Persentase Capaian Kinerja Pembangunan daerah,
Tingkat Pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa, Tingkat
Kematangan UKPBJ dan Persentase pemenuhan Kebutuhan JF PPBJ.

2.6. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan
Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah, telaahan terhadap Rencana
Pembangunan Daerah Kota Bogor tahun 2025-2026, telaahan terhadap
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
dan telaah terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bogor Tahun
2025-2026, maka diperoleh isu-isu penting dalam perencanaan pembangunan

di Sekretariat Daerah Kota Bogor, yaitu:

a. Pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Masih perlunya pemerataan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan
menjadi faktor yang menjadikan kualitas dan daya saing sumber daya
manusia masih perlu ditingkatkan. Salah satunya diakibatkan Kota Bogor
yang masih memiliki ketimpangan layanan pendidikan dari tingkat
ketersediaan sarana prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan,
kemampuan finansial siswa untuk mendapat pendidikan yang layak. Sarana
prasarana pendidikan di

Kota Bogor. Pemerataan pendidikan juga

menyebabkan kualitas dan daya saing tidak meningkat. Pendidikan
merupakan modal dasar dalam menambah wawasan dan kualitas diri.
Sehingga, ketika masyarakat terjun dalam dunia kerja, dari kualitasnya
mampu memenuhi kualifikasi dunia kerja dan memiliki produktivitas yang

tinggi. Maka dari itu, dari pemerataan pendidikan untuk masyarakat dapat
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mengembangkan kualitas diri sehingga akan mampu meningkatkan daya

saing dan kualitas sumber daya manusia Kota Bogor.

b. Pembangunan dan Pengembangan Daya Saing Ekonomi

Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi
salah satu isu strategis di Kota Bogor. Pembangunan ekonomi menjadi isu
penting pastinya untuk seluruh wilayah. Akan tetapi, di Kota Bogor sendiri
isu pengembangan dan pembangunan ekonomi memang perlu ditingkatkan.
Jika dilihat dari evaluasi RPJPD, yang kaitannya dengan capaian indikator
laju pertumbuhan ekonomi. Pada awal periode perencanaan 20035, laju
pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor adalah 6,12. Sedangkan pada kondisi
di tahun 2022 memperlihatkan penurunan jika dibandingkan dengan awal
periode perencanaan tersebut yaitu 5,65. Hal ini membuktikan adanya
penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -0,47. Dampak sosial yang
ditimbulkan akibat pembangunan yang kurang optimal akan menyebabkan
berbagai ketimpangan, salah satunya adalah ketimpangan distribusi
pendapatan, pengangguran serta kemiskinan. Dalam kasus angka
kemiskinan, Kota Bogor telah mengalami kenaikan tingkat kemiskinan pada
tahun 2019-2022, pada tahun 2019 terendah yaitu 5,77 persen. Pada tahun
2020 persentase penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 6,68
persen dan sampai dengan tahun 2021 yang mencapai angka 7,24 persen,

pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan menjadi 7,10 persen

c. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung
jawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi. Perencanaan pembangunan,
pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja ditetapkan merupakan beberapa
indikator yang digunakan untuk terbentuknya sebuah tata kelola
pemerintah yang baik. Perencanaan pembangunan yang strategis
diperlukan agar pemerintah daerah tahu terkait dengan apa yang harus
dikerjakan, kapan harus dikerjakan, sumber daya yang diperlukan dan
berapa target yang harus. Pengukuran kinerja juga digunakan sebagai alat
untuk menganalisis secara tepat terkait dengan informasi-informasi dan
data-data yang diperoleh yang mana nantinya akan digunakan sebagai
bahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Evaluasi kinerja
difungsikan untuk mengetahui seberapa baik tingkat penguasaan pegawai
terhadap kompetensi yang telah ditetapkan dan juga untuk mengetahui
terkait kendala-kendala yang dialami pegawai sehingga nantinya bisa
ditemukan penyelesaian atas kendala tersebut. Sedangkan tantangan yang

mungkin dihadapi oleh Kota Bogor terkait dengan pengelolaan pemerintahan
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adalah terkait dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam
kaitannya dengan akuntabilitas dan peningkatan pelayanan. Berdasarkan
Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, ditujukan untuk untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hal ini
yang akan membawa dampak terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah
Daerah, serta meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja Pemerintah
Daerah. Kemudian didasarkan juga pada Keputusan Wali Kota Bogor Nomor
061/Kep.144-Org/2023 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali
Kota Bogor Nomor 061.45-300 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 untuk
mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, yang
didalam keputusan tersebut berfokus pada peningkatan investasi dan
digitalisasi administrasi pemerintahan yang berarti pengelolaan yang baik
sangat perlu untuk diupayakan lagi agar menjadi lebih baik sesuai dengan

kondisi dan amanat yang ada.

Isu lainnya yang mempengaruhi struktur Perubahan Rencana Kerja
Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah munculnya Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini bertujuan untuk mengoptimalkan

penggunaan anggaran negara dengan mengurangi belanja yang tidak prioritas

dan fokus pada program-program yang lebih efektif.
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2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Sekretariat Daerah Kota Bogor yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.

Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal

Perubahan RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada

Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Review tehadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Bogor

Rancangan Awal Perubahan RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

- Catatan
Kode Lokasi eats .
Program/Kegiatan Indikator Kinerja C’I;;rg:n P?E;B%‘Tal P%geﬁgggﬁiitlf Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja C’I;;raggtn Ket]glat;f:an Penting
2 URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
WAJIB YANG WAJIB YANG
TIDAK BERKAITAN TIDAK
DENGAN BERKAITAN
PELAYANAN DENGAN
DASAR PELAYANAN
DASAR
2.10 URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN 81,060,100 66,180,100 PEMERINTAHAN 66,180,100
BIDANG BIDANG
PERTANAHAN PERTANAHAN
2.10.04 PROGRAM Persentase 100% PROGRAM Persentase 100%
PENYELESAIAN sengketa tanah yg 81,060,100 66,180,100 PENYELESAIAN sengketa tanah yg 66,180,100
SENGKETA TANAH difasilitasi sesuai SENGKETA difasilitasi sesuai
GARAPAN SOP TANAH GARAPAN SOP
2.10.04.2. | Kegiatan Persentase 100% Kegiatan Persentase 100%
01 Penyelesaian Penanganan aduan 81,060,100 66,180,100 Penyelesaian Penanganan aduan 66,180,100
Sengketa Tanah masyarakat Sengketa Tanah masyarakat
Garapan dalam mengenai Garapan dalam mengenai
Daerah permasalahan Daerah permasalahan
Kabupaten/Kota pertanahan Kabupaten/Kota pertanahan
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Rancangan Awal Perubahan RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

. Catatan
Kode Lokasi eats .
Program/Kegiatan Indikator Kinerja C’Iajla;l)ragi(:n Pz\g;B?)v;/al P%gelrlljgsﬁliitlf Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Crlz;a;aragif:n Ke%;tr?:an Penting
2.10.04.2.0 | Sub Kegiatan Kota Jumlah Data 1 Sub Kegiatan Kota Jumlah Data 1 Penyesuai
1.0005 Inventarisasi Kasus Bogor, Sengketa, Konflik Dokume 81,060,100 66,180,100 Inventarisasi Bogor, | Sengketa, Konflik Dokume 66,180,100 an APBD
Pertanahan dalam 1 | Boteng, dan Perkara dalam 1 n Kasus Pertanahan | Boten dan Perkara dalam 1 n
(satu) Daerah Pabaton | (Satu) Daerah dalam 1 (satu) g, (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Daerah Pabato | Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota n
2.13 URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN 271,328,103 212,782,103 PEMERINTAHAN 212,782,103
BIDANG BIDANG
PEMBERDAYAAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN MASYARAKAT
DESA (Bagian DAN DESA
Pemerintahan) (Bagian
Pemerintahan)
2.13.04 PROGRAM Persentase 4,4% PROGRAM Persentase 4,4%
ADMINISTRASI Kelurahan yang 271,328,103 212,782,103 ADMINISTRASI Kelurahan yang 212,782,103
PEMERINTAHAN ber-predikat PEMERINTAHAN ber-predikat
DESA Swasembada DESA Swasembada
2.13.04.2. | Kegiatan 100% Kegiatan 100%
01 Pembinaan dan 271,328,103 212,782,103 Pembinaan dan 212,782,103
Persentase Persentase
Pengawasan Pengawasan
Pendayagunaan Pendayagunaan
Penyelenggaraan e : Penyelenggaraan oo s .
Administrasi Data Administrasi Administrasi Data Administrasi
. Kelurahan . Kelurahan
Pemerintahan Desa Pemerintahan
Desa
2.13.04.2.0 | Sub Kegiatan Kota Jumlah Dokumen 68 93,610,000 73,710,000 | Sub Kegiatan Kota Jumlah Dokumen 68 73,710,000 | Penyesuai
1.0011 Fasilitasi Bogor, Profil Fasilitasi Bogor, | Profil an APBD
Penyusunan Profil Boteng, Desa/Kelurahan Penyusunan Profil | Boten Desa/Kelurahan
Desa Pabaton Desa g,
Pabato
n
2.13.04.2.0 | Sub Kegiatan Kota Jumlah Dokumen 1 177,718,103 139,072,103 | Sub Kegiatan Kota Jumlah Dokumen 1 139,072,103 | Penyesuai
1.0018 Fasilitasi Evaluasi Bogor, Hasil Evaluasi Dokume Fasilitasi Evaluasi | Bogor, | Hasil Evaluasi Dokume an APBD
Perkembangan Desa | Boteng, Perkembangan Desa n Perkembangan Boten Perkembangan Desa n
serta Lomba Desa Pabaton | serta Lomba Desa Desa serta Lomba g, serta Lomba Desa
dan Kelurahan dan Kelurahan Desa dan Pabato | dan Kelurahan
Kelurahan n
4 UNSUR UNSUR
PENDUKUNG PENDUKUNG
URUSAN URUSAN
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT SEKRETARIAT
DAERAH 1,178,481,000 | DAERAH 1,178,481,00
0
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Rancangan Awal Perubahan RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

p Catatan
Kode Lokasi eats .
Program/Kegiatan Indikator Kinerja C’Iajla;l)ragi(:n Pz\g;B?)v;/al P%gelrlljgsﬁliitlf Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Crlz;a;aragif:n Ke%;tr?:an Penting
4.01.02 PROGRAM Persentase capaian 90% PROGRAM Persentase capaian 90%
PEMERINTAHAN realisasi Indikator 1,437,253,000 1,178,481,000 PEMERINTAHAN realisasi Indikator 1,178,481,00
DAN Kinerja Kunci (IKK) DAN Kinerja Kunci (IKK) (0]
KESEJAHTERAAN Urusan KESEJAHTERAA Urusan
RAKYAT Penyelenggaraan N RAKYAT Penyelenggaraan
Pemerintahan Pemerintahan
Persentase 80% Persentase 80%
kerjasama yang kerjasama yang
diimplementasikan diimplementasikan
sesuai perjanjian sesuai perjanjian
kerjasama kerjasama
4.01.02.2.0 | Kegiatan Persentase Tata 100% Persentase Tata 100%
1 Administrasi Tata Kelola Kelola
Pemerintahan Pengadministrasian Pengadministrasian
Pemerintahan dan Pemerintahan dan
Kewilayahan sesuai . Kewilayahan sesuai
ketentuan Kegiatan ketentuan
Administrasi
Persentase 100% Tata Persentase 100%
Rekomendasi / 953,041,700 752,599,700 Pemerintahan Rekomendasi / 752,599,700
Laporan bahan Laporan bahan
kebijakan kebijakan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Otonomi daerah Otonomi daerah
yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti
4.01.02.2.0 | Sub Kegiatan Kota Jumlah Dokumen 3 Sub Kegiatan Kota Jumlah Dokumen 3 Penyesuai
1.0001 Penataan Bogor, Hasil Penataan Dokume 195,336,000 176,260,000 Penataan Bogor, | Hasil Penataan Dokume 176,260,000 an APBD
Administrasi Boteng, Administrasi n Administrasi Boten Administrasi n
Pemerintahan Pabaton | Pemerintahan Pemerintahan g, Pemerintahan
Pabato
n
4.01.02.2.0 | Sub Kegiatan Kota Jumlah Dokumen 3 Sub Kegiatan Kota Jumlah Dokumen 3 Penyesuai
1.0002 Pengelolaan Bogor, Hasil Pengelolaan Dokume 154,287,500 134,400,500 Pengelolaan Bogor, | Hasil Pengelolaan Dokume 134,400,500 an APBD
Administrasi Boteng, Administrasi n Administrasi Boten Administrasi n
Kewilayahan Pabaton | Kewilayahan Kewilayahan g, Kewilayahan
Pabato
n
4.01.02.2.0 | Sub Kegiatan Kota Jumlah Dokumen 3 Sub Kegiatan Kota Jumlah Dokumen 3 Penyesuai
1.0003 Fasilitasi Bogor, Hasil Fasilitasi Dokume 603,418,200 441,939,200 Fasilitasi Bogor, | Hasil Fasilitasi Dokume 441,939,200 an APBD
Pelaksanaan Boteng, Pelaksanaan n Pelaksanaan Boten Pelaksanaan n
Otonomi Daerah Pabaton | Otonomi Daerah Otonomi Daerah g, Otonomi Daerah
Pabato
n
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Rancangan Awal Perubahan RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

p Catatan
Kode Lokasi Teats .
. . R Target Pagu Awal Pagu Indikatif . . . N Target Kebutuhan Penting
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Capaian (APBD) Perubahan Program/Kegiatan | Lokasi Indikator Kinerja Capaian Dana
4.01.02.2.0 | Kegiatan Fasilitasi Persentase 80% Persentase 80%
4 Kerjasama Daerah kerjasama dalam 484,211,300 425,881,300 kerjasama dalam 425,881,300
negeri yang negeri yang
diimplementasikan diimplementasikan
sesuai dengan sesuai dengan
Perjanjian Kegiatan Perjanjian
Kerjasama Fasilitasi Kerjasama
Persentase 80% Kerjasama Persentase 80%
kerjasama luar Daerah kerjasama luar
negeri yang negeri yang
diimplementasikan diimplementasikan
sesuai dengan sesuai dengan
Perjanjian Perjanjian
Kerjasama Kerjasama
4.01.02.2.0 | Sub Kegiatan Kota 85 Sub Kegiatan Kota 85 Penyesuai
4.0001 Fasilitasi Kerja Bogor, Dokume 284,853,500 235,303,500 | Fasilitasi Kerja Bogor, Dokume 235,303,500 | an APBD
. Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Sama Dalam Negeri Boteng, . ey . n Sama Dalam Boten . e s . n
Hasil Fasilitasi Kerja . Hasil Fasilitasi Kerja
Pabaton . Negeri g, .
Sama Dalam Negeri Sama Dalam Negeri
Pabato
n
4.01.02.2.0 | Sub Kegiatan Kota 1 Sub Kegiatan Kota 1 Penyesuai
4.0002 Fasilitasi Kerja Bogor, Dokume 142,823,000 134,043,000 | Fasilitasi Kerja Bogor, Dokume 134,043,000 | an APBD
. Jumlah Dokumen . Jumlah Dokumen
Sama Luar Negeri Boteng, . e . n Sama Lu<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>